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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Gaya Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Penanganan 

Kebencanaan Pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke. Metode yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif, dengan menggunakan data yang didapatkan dari hasil survei dan wawancara terhadap 18 orang 

informan. Indikator yang digunakan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kolaboratif sesuai dalam 

kerangka pikir penelitian ini terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu memahami kekuasaan dimiliki oleh semua 

pihak yang terlibat, shared information, demokrasi, memfasilitasi seluruh pihak yang terlibat untuk selalu 

melakukan curah pendapat untuk memperoleh keputusan yang disetujui bersama, memberikan waktu dan 

sumberdaya untuk kepentingan semua pihak yang terlibat,  memberi kesempatan untuk mengembangkan peran 

dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat, berusaha mencari solusi untuk mengatasi akar masalah, dan 

menawarkan umpan balik sesegera mungkin secara personal. Hasil penelitian ini menemukan bahwa gaya 

kepemimpinan kolaboratif yang di jalankan oleh pemimpin di Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke 

terkonfirmasi dari 8 indikator yang digunakan, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya ini terlihat ada 

beberapa penekanan-penekanan yang diberikan oleh pegawai dan masyarakat, sehingga harus menjadi 

perhatian bagi pemimpin di Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke untuk kedepan diperbaiki. Sebagai 

temuan tambahan faktor penyebab belum maksimalnya gaya kepemimpinan kolaboratif yang dilakukan oleh para 

pemimpin di Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Pertama yaitu faktor ekternal pergantian pucuk 

pimpinan yang sering terjadi sehingga kepala kantor yang bukan berasal dari Merauke membutuhkan waktu 

untuk beradaptasi dengan pegawai dan lingkungan daerah setempat, serta permasalahan yang sering terjadi. 

Kedua adalah faktor internal pemimpin yang membuat kadang kurang percaya diri dalam melakukan kordinasi 

dengan instansi-instasi terkait dalam suatu operasi SAR. 

 

Kata Kunci : SAR, Kepemimpinan, Kolaboratif 

 

Abstract 
This study aims to describe the Collaborative Leadership Style in Handling Disasters at the Merauke Search and 

Rescue Office. The method used is descriptive qualitative, using data obtained from survey results and interviews 

with 18 informants. The indicators used to describe the collaborative leadership style in accordance with the 

research framework consist of 8 (eight) indicators, namely understanding the power owned by all parties involved, 

shared information, democracy, facilitating all parties involved to always brainstorm to obtain mutually agreed 

decisions, providing time and resources for the benefit of all parties involved, providing opportunities to develop 

the roles and responsibilities of all parties involved, trying to find solutions to overcome the root of the problem, 

and offering feedback as soon as possible personally. The results of this study found that the collaborative 

leadership style carried out by leaders at the Merauke Search and Rescue Office was confirmed from the 8 

indicators used, but not maximized in its implementation, it can be seen that there are several emphases given by 

employees and the community, so it should be a concern for leaders at the Merauke Search and Rescue Office for 

future improvement. As additional findings, the factors that cause the collaborative leadership style not to be 

maximized by leaders at the Merauke Search and Rescue Office, First, the external factors of frequent changes in 

leadership so that the head of the office who is not from Merauke needs time to adapt to employees and the local 

environment, as well as problems that often occur. The second is the internal factor of the leader which makes 

him sometimes lack confidence in coordinating with related agencies in a SAR operation. 
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PENDAHULUAN 

Kepemimpinan merupakan hal yang berkaitan dengan proses yang disengaja dari 

seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain guna membimbing, 

membuat struktur, serta memfasilitasi aktivitas dan hubungan di dalam grup atau organisasi. 

Banyak ilmuan dan praktisi tentang ilmu perilaku percaya bahwa kepemimpinan adalah fenomena 

nyata yang penting untuk keefektifan organisasi (Yukl, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, 

Wahjosumidjo (dalam Baharudin dan Umiarso, 2012) mengungkapkan bahwa kepemimpinan 

adalah suatu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan sehingga kemampuan pemimpin secara 

efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi. Pemimpin merupakan faktor penentu dalam 

kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi dan usaha, baik di dunia bisnis maupun di dunia 

pendidikan, kesehatan, perusahaan, religi, sosial, politik, pemerintahan negara, dan lain-lain. 

(Umiarso, 2012). Sebab, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu membawa 

organisasi sesuai dengan asas-asas manajemen modern, sekaligus bersedia memberikan 

kesejahteraan dan kebahagiaan kepada bawahan dan masyarakat luas. Tiap organisasi yang 

memerlukan kerjasama antar manusia memerlukan seorang pemimpin. Komponen terpenting di 

dalam suatu organisasi adalah aspek kepemimpinan. Miftah Thoha (2010) kepemimpinan adalah 

kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik 

perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam suatu organisai karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi 

ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. 

Martinis Yamin dan Maisah (2010) kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi 

yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya 

dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin adalah seseorang dengan 

wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari 

pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang 

formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung 

jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin 

pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang 

terbaik dalam diri para bawahannya. Secara sederhana pemimpin yang baik adalah seorang yang 

membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan 

pemimpinnya itu. Kepemimpinan kolaboratif merupakan cara yang praktis dan efektif untuk 

mengatasi masalah dan tantangan yang kompleks (Wilson, 2013). Kompleksitas yang terjadi akan 

mendorong kolaborasi dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Masalah komplek lain seperti 

tututan untuk selalu berubah sesuai kondisi, menjadikan kepemimpinan kolaboratif sebagai fitur 

fundamental dalam menghadapi perubahan. Tuntutan perubahan tersebut menyebabkan semua 

pihak perlu berinovasi. Terkait dengan hal tersebut, kepemimpinan kolaboratif merupakan elemen 

yang penting dalam proses kreasi bersama untuk mendorong perubahan dan mengelola masalah 

yang dihadapi (Jäppinen, 2013).  

Kepemimpinan suatu organisasi merupakan proses mempengaruhi yang melibatkan seni 

agar seseorang bersedia berkolaborasi untuk pencapaian tujuan bersama. Untuk itu, seorang 

pemimpin harus mampu memotivasi, menginspirasi dan membimbing anggota organisasi untuk 

menciptakan iklim yang kondusif dalam mendukung tujuan bersama tersebut (Lazaridou dan 

Iordanides, 2011). Kolaborasi terjadi ketika seseorang bekerja dengan orang lain baik dari dalam 

organisasi maupun dari organisasi luar organisasi dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman 

yang jelas dan saling menguntungkan, untuk pencapaian tujuan dan hasil yang tidak dapat mereka 
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capai dengan bekerja sendiri. Kolaborasi melibatkan pengambilan keputusan bersama dan 

melibatkan proses komunikasi yang transparan dan terpercaya, dimana semua pihak merasa 

memperoleh informasi dan dapat memberikan umpan balik dan ide kepada orang lain (Sanaghan 

dan Lohndorf, 2015). Kolaborasi diperlukan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi 

organisasi termasuk sekolah misalnya untuk mengelola perubahan dan kompleksitas akibat 

globalisasi. Sementara itu, kepemimpinan merupakan variabel penting dalam keberhasilan atau 

kegagalan tata kelola kolaboratif suatu organisasi (Ansell dan Gash, 2008), oleh karena itu 

pemimpin harus mempunyai relasi tanpa batas, mampu menciptakan peluang dan mekanisme 

organisasi yang diperlukan utuk berbagi ide, pekerjaan dan tindakan yang lebih luas dan tanpa 

batas (Sanaghan dan Lohndorf, 2015) agar kolaborasi dapat tercipta.  

Kepemimpinan kolaboratif digambarkan memimpin sebagai teman, bukan atasan. 

Kepemimpinan kolaboratif dapat menyatukan orang-orang dengan pandangan dan perspektif yang 

berbeda, mengesampingkan kepentingan pribadi, mendiskusikan masalah secara terbuka, 

mendukung upaya untuk menemukan cara membantu orang lain, dan memecahkan masalah yang 

lebih besar. Kepemimpinan kolaboratif mengacu pada budaya inklusif yang berusaha 

memaksimalkan bakat dan kemampuan bawahan, yang jika dilakukan dengan alasan yang benar 

dan dengan cara yang benar, maka dapat membuka kemungkinan dan terobosan yang tidak 

dihasilkan oleh model kepemimpinan tradisional (Wilson, 2013). Kepemimpinan kolaboratif 

merupakan kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi perubahan, yang mana untuk 

mengatasinya membutuhkan kolaborasi, mendengarkan, mempengaruhi dan adaptasi (Meyer, 

2009). Ada 3 (tiga) peran pemimpin dalam kepemimpinan kolaboratif yang dikemukakan oleh 

Ansell dan Gash (2012). Pertama, pemimpin sebagai pelayan, artinya pemimpin memfasilitasi 

proses kolaboratif dengan membangun dan melindungi integritas proses kolaboratif. Kedua, 

pemimpin sebagai mediator, artinya pemimpin menfasilitasi, memediasi dan membina hubungan 

dengan pemangku kepentingan. Yang terakhir, pemimpin sebagai katalis, artinya pemimpin adalah 

seorang yang membantu pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan 

peluang untuk menciptakan nilai. Dalam hal ini, pemimpin menjadi katalisator untuk kolaborasi 

yang efektif dan produktif. Keberhasilan seorang pemimpin kolaboratif dalam memimpin 

dipengaruhi oleh visi, ketrampilan interpersonal, ketrampilan manajerial dan kepercayaan untuk 

mendorong terjadinya kolaboratif (Hopkins et al., 2011). Selanjutnya visi tersebut merupakan hasil 

kerja kolaboratif yang berkembang dari waktu ke waktu. Sejalan dengan hal tersebut, hasil 

penelitian Samriangjit et al. (2016) menyimpulkan bahwa unsur visi bersama dan kepercayaan 

merupakan elemen terpenting dalam kepemimpinan kolaboratif, kemudian unsur penting 

berikutnya adalah pengambilan keputusan bersama. 

Kepemimpinan kolaboratif merupakan jenis kepemimpinan yang diperlukan untuk 

mendapatkan hasil melintasi batas-batas organisasi baik internal maupun eksternal. Pemimpin 

dituntut untuk dapat mengelola perbedaan budaya, pengalaman dan ketrampilan yang ada dalam 

organisasi, maka pemimpin perlu menginvestasikan waktu untuk mengelolanya, siap menangani 

konflik secara konstruktif dan yang utama yaitu mampu berbagi kendali (Archer dan Cameron, 

2013), menyelidiki namun tidak menghakimi dan menerima kritikan orang lain (Raelin, 2006). 

Bencana terjadi datang disaat tidak terduga dan tentu saja banyak menimbulkan kerusakan yang 

besar yang membutuhkan penanganan yang cepat, tepat dan akurat. Menurut Neira dan Lic (2004) 

penangangan bencana dilakukan dalam situasi yang abnormal dan penuh dengan permasalahn 

teknis, psikologis dan etika. Pada saat bencana dibutuhkan inisiatif gerakan penanganan yang 

terpadu dan sistematik. Penanganan yang ideal jika terdapat pemimpin yang memiliki sense of 
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leadership, mampu menunjukkan dan menerapkan kepemimpinan yang tepat dalam operasional 

bencana di lapangan.  Beberapa alasan penting mengapa kepemimpinan menjadi pilar utama dalam 

manajemen bencana, yaitu : 

a. Pada saat bencana diperlukan pemimpin yang memiliki sifat dan keterampilan kepemimpinan, 

bukan sekedar pemimpin formal. 

b. Situasi bencana mengundang berbagai pihak untuj dapat menjadi sumber daya dan berperan 

secara luas, oleh sebab itu diperlukan penegasan dari seorang pemimpin untuk memposisikan 

masing-masing sumber daya tersebut. 

c. Keadaan pada saat bencana berubah dengan cepat, sehingga diperlukan pemimpin yang 

memahami arah perubahan dan memiliki kemampuan untuk mengelola setiap perubahan 

tersebut. 

Saat bencana pemimpin harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan 

tujuan pengelolaan bencana secara cepat, tepat dan akurat. Visi pemimpin dalam pengelolaan 

bencana akan di komunikasikan kepada seluruh stakeholder sehingga dapat menggalang komitmen 

berbagai pihah dalam rangka merelisasikannya. Maka dibutuhkan kepemimpinan kolaboratif 

untuk dapat menyatukan visi sat penanganan operasi kebencanaan. Badan yang menangani 

kebencanaan di Indonesia adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dimana tugas 

utamanya adalah pencarian dan pertolongan, penyelamatan, serta evakuasi kepada masyarakat 

dalam sebuah musibah secara andal, efektif, cepat, efisien, dan aman. jenis kebencanaan  yang 

menjadi area misi Basarnas adalah (1) Kecelakaan. Seperti kecelakaan transportasi laut, udara, 

dan darat yang merupakan kecelakaan yang menimpa kapal laut, pesawat udara, kendaraan 

darat/kereta api dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau 

mengancam keselamatan jiwa manusia; (2) Bencana. Ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak 

psikologis; dan (3) Kondisi yang membahayakan manusia ; yaitu kecelakaan atau malapetaka 

yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakan di luar kecelakaan 

transportasi udara dan atau laut dan atau kondisi antara lain seperti musibah di gunung/hutan, di 

sungai, pantai, sumur, bangunan bertingkat/tinggi, hingga musibah akibat bangunan runtuh. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan 

Nasional Pencarian dan Pertolongan menyatakan bahwa tugas pokok yaitu (a) Menyusun dan 

menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam 

penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; (b) Memberikan pedoman dan pengarahan dalam 

penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; (c) Menetapkan standardisasi dan kebutuhan 

penyelenggaraan pencarian dan pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; (d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; (e) Menyelenggarakan sistem 

informasi dan komunikasi; (f) Menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan 

pertolongan kepada masyarakat; (g) Menyampaikan informasi penyelenggaraan Operasi Pencarian 

dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan Operasi pencarian dan 

Pertolongan kepada masyarakat; (h) Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan (i) Melakukan pemasyarakatan pencarian dan 

pertolongan. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Nasional Pencarian 

dan Pertolongan memiliki fungsi yaitu (a) Perumusan dan penetapan norna, standar, prosedur, 

kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan Operasi 

Pencarian dan Pertolongan; (b) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
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penyelenggaraaa Operasi pencarian dan Pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan 

prasarana, dan sistem komunikasi; (c) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standardisasi siaga, 

latihan, dan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; (d) Perumusan dan penetapan 

kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan Operasi pencarian dan Pertolongan; (e) Koordinasi 

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, 

sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi; (f) Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi 

dan komunikasi pencarian dan pertolongan; (g) Pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian 

dan pertolongan; (h) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan 

pertolongan; (i) Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan; (j) 

Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional 

Pencarian dan Pertolongan; (k) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemtrerian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian 

dan Pertolongan; (1) Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan (m) Pelaksanaan 

dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di 1ingkungan Badan Nasional 

Pencarian dan pertolongan. Saat terjadi bencana fungsi Badan Nasional Pencarian dan pertolongan 

yang kita adalah melakukan pencarian dan pertolongan, dan tugasnya untuk membantu korban 

jiwa dalam suatu bencana. Badan Nasional Pencarian Pertolongan tidak akan dalam sebuah 

bencana jika tidak ada korban (hanya membentu disaat sudah ada korban jiwa). 

Provinsi Papua merupakan wilayah bagian timur Indonesia yang tidak luput dari potensi 

bencana. Berdasarkan InaRisk, sistem informasi kajian risiko bencana online berbasis Geografic 

Information System (GIS) Server, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memetakan 

29 kabupaten di provinsi ini memiliki jiwa terpapar hingga 3 juta jiwa dari ancaman sedang dan 

tinggi, seperti ancaman gempabumi, tsunami, cuaca ekstrim, banjir, longsor, dan 

kekeringan.  Kawasan yang dikenal dengan satwa Cenderwasih ini memiliki multiancaman 

bencana tingkat sedang hingga tinggi dengan luas cakupan 30 juta hektar. Beragam ancaman 

tersebut mendorong keseriusan pemerintah daerah dalam mengupayakan Pengurangan Risiko 

Bencana (PRB) dan membutuhkan sinergi multipihak. Berdasarkan kondisi seperti ini maka sangat 

diperlukan pendekatan kepemimpinan yang tepat agar dapat bersinergi seluruh pihak dalam 

melakukan penanganan bencana di Papua. Kantor Pencarian Pertolongan Merauke memiliki 

fungsi dan tugas yang sama dengan Badan Nasional Pencarian Pertolongan Nasional, dimana 

diketahui bahwa Merauke masuk urutan kedua sebagai daerah rawan bencana, karena posisi laut 

lebih tinggi dari daratan Merauke, dan ketika terjadi pergeseran kerak bumi di negara Papua 

Nugini, Merauke akan menerima dampak akibat besarnya getaran itu. Ada tujuh bencana yang 

dikhawatirkan terjadi di Merauke, yaitu, tsunami, gempa bumi, abrasi pantai, kekeringan, 

kebakaran hutan, banjir dan bencana sosial. Berdasarkan data kebencanaan 2 tahun terakhir yang  

telah ditangani oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Data Operasi 2 Tahun Terakhir 

No Tahun Jenis Bencana Jumlah 

1 2021 Kecelakaan pesawat 1 

Kecelakaan kapal 13 

Kondisi membahayakan manusia 2 

Kecelakaan dengan penanganan khusus - 

Bencana - 

2 2022 Kecelakaan pesawat - 
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Kecelakaan kapal 15 

Kondisi membahayakan manusia 2 

Kecelakaan dengan penanganan khusus - 

Bencana - 

Sumber : Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, 2023. 

 

Pada saat terjadi bencana, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke akan menerima 

berita dari pelapor yaitu masyarakat, kemudian data yang disampaikan pelapor di olah dimana 

petugas menentukan titik posisi terkahir diketahui (LKP : Lost Known Position). Setelah itu 

melakukan proses pengusulan SMC (SAR Mission Coordinator) ke kantor pusat, sementara 

menununggu proses penunjukkan SMC dari kantor pusat maka dapat dilakukan pengerahan unsur 

LKP oleh Kepala SubSeksi Operasi dan Siaga sekaligus berkordinasi dengan berbagai unsur 

eksternal (instansi atau masyarakat) yang berkenaan dengan jenis bencana yang terjadi (contoh : 

bencana orang jatuh dari kapal nelayan maka berkordinasi dengan TNI-AL, Polisi Air dan Udara, 

BMKG, Bupati, Kapolres, Danlantamal, Bakamla, masyarakat nelayan, Stasiun Radio Pantai). 

Mekanisme selanjutnya adalah pelaksanaan aksi operasi hingga korban ditemukan atau hingga 

waktu maksimal operasi yang ditentukan, setelah itu aksi operasi ditutup dan pencabutan SMC. 

Dibawah ini digambarkan mekanisme umum penanganan kebencanan yang dilakukan  Kantor 

Pencarian dan Pertolongan Merauke : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mekanisme Umum Penangangan Kebencanaan, 2023. 

 

Pada saat penangangan bencana Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke tidak bekerja 

sendiri namun juga bekerjasa sama dengan berbagai instansi terkait (seperti TNI-AD, TNI-AU, 

TNI-AL, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Perhubungan, BMKG, Masyarakat, dan unsur lainnya) 

tergantung dari jenis bencana yang terjadi, guna tercapainya visi penanganan bencana maka 

dibutuhkan kepemimpinan kolaboratif yang dapat menyatukan berbagai perbedaan instansi 

tersebut. Penerapan kepemimpinan kolaboratif di tekankan oleh Deputi Bidang Bina Tenaga dan 

Potensi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Dr Abdul Haris Achadi, SH, DESS, mengatakan 

kolaborasi merupakan hal sangat penting dalam operasi pencarian dan pertolongan/ search and 

rescue (SAR) dalam musibah bencana, maka untuk tercapainya hal tersebut maka mutlak adanya 
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kepemimpinan kolaboratif (Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta 28/1/2022). 

Kepemimpinan kolaboratif yang dilakukan pemimpin di Kantor Pencarian dan Pertolongan 

Merauke adalah selain memimpin operasi kebencanaan tersebut, maka pemimpin secara sadar 

memahami batasan kekuasaan dengan instansi eksternal yang terlibat, pemimpin menghimpun 

menggunakan, berbagi seluruh data (Shared Informatian) pendukung guna operasi yang dilakukan 

dari semua instansi terkait (contoh : infomasi cuaca terkini dari BMKG), pemimpin mengatur 

penggunaan sumberdaya internal dan eksternal intansi yang dapat berperan digunakan untuk 

kebutuhan operasi (contoh : penggunaan kapal TNI-AL untuk mendukung pergerakan di laut), 

pemimpin juga mengkoordinir anggotanya untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat untuk 

menghimpun data (contoh : data informasi di masyarakat pesisir atau nelayan jika mereka 

menemukan korban), dan pemimpin mampu berdiskusi secara demokratis mencari akar 

permasalahan dan mencari solusi serta mengambil keputusan secara cepat bersama-sama instansi 

eksternal dan  menyatukan visi semua pimpinan instansi untuk menyukseskan operasi 

kebencanaan yang sedang dilakukan oleh pemimpin (Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan 

sebagai penanggungjawab/koordinator operasi,  dan Kepala Subseksi Operasi dan Siaga sebagai 

Kordinator Lapangan).  

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian pada Kantor 

Pencaharian dan Pertolongan Kabupaten Merauke. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

dan wawancara serta dokumen/arsip lainnya. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah  

reduksi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Informan kunci/utama, yakni: para 

pimpinan sebagai informan utama dan pegawai, instasi terkait serta masyarakat sebagai informan 

pendukung. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemimpin merupakan kunci sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi 

tanggung jawabnya. Kantor Percarian dan Pertolongan Merauke adalah salahsatu organisasi yang 

melaksanakan tugas nya dalam melayani masyarakat yang tertimpa bencana atau musibah. Dalam 

melaksakan tugasnya seorang pemimpin operasi pencarian dan penyelamatan harus memiliki sikap 

gaya kepemimpinan yang kolaboratif, karena dalam Operasi SAR tim tidak dapat bekerja sendiri, 

namun harus melibatkan unsur-unsur terkait, agar operasiya dapat berhasil dengan maksimal. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka  penelitian ini menemukan bahwa terkonfirmasi 

pemimpin Kantor Basarnas Merauke telah mengimplementasi gaya kepemimpinan kolaboratif 

namun belum maksimal, hal tersebut digambarkan dalam masing-masing indikator seperti 

dibawah ini :    

1. Memahami kekuasaan dimiliki oleh semua pihak yang terlibat  

Seorang pemimpin kolaboratif yang efektif harus memahami bahwa kekuasaan tidak hanya 

terletak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada semua pihak yang terlibat dalam kerja sama 

atau proyek yang sedang dilakukan. Menurut Mary Parker Follett (2007) kekuasaan 

sebenarnya bukanlah milik individu atau kelompok tertentu, tetapi bersifat distributif atau 

tersebar di antara semua anggota organisasi atau kelompok. Oleh karena itu, seorang 

pemimpin kolaboratif harus mampu mengenali kekuasaan yang dimiliki oleh setiap 

anggota dan memfasilitasi kolaborasi antar mereka. Pendapat lain yang senada 

diungkapkan oleh Ken Blanchard (2013) kekuasaan yang dimiliki oleh setiap anggota tim 

dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan konteks yang sedang dihadapi. Oleh 
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karena itu, seorang pemimpin kolaboratif  harus mampu membaca situasi dengan baik dan 

menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar dapat memfasilitasi kolaborasi yang efektif.  

Hasil penelitian ini sepemahaman dengan penelitian sebelumnya yang dihasilkan oleh 

Yuni Kasmawati (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpnan kolaboratif salahsatu 

fokusnya adalah mampu berbagi kekuasaan dalam suatu organisasi. Hasil lain yang 

ditemukan juga bahwa menurut para pemimpin sendiri, masyarakat dan instansi lain yang 

terkait sudah sesuai dengan pendapat para ahli diatas namun dalam pelaksanaannya dinilai 

pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke masih belum maksimal dimana 

masing sering terjadi kebuntuan koordinasi saat penanganan bencana atau musibah. Salah 

satu penyebabnya adalah kadang terjadi kurangnya penguasaan diri (self-mastery) bagi 

seorang pemimpin kolaboratif. Seorang pemimpin kolaboratif yang mampu menguasai 

dirinya sendiri akan lebih mudah memahami kekuasaan yang dimiliki oleh semua pihak 

yang terlibat, karena ia tidak terlalu tergoda untuk memanfaatkan kekuasaannya sendiri 

untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sebaliknya, ia akan lebih fokus pada tujuan 

bersama dan bagaimana caranya memfasilitasi kolaborasi yang produktif dan inklusif.  

2. Shared Information 

Mary Parker Follett (2007) memperkenalkan konsep "integrasi" dalam manajemen yang 

melibatkan penggabungan tujuan dan kepentingan bersama. Dia berpendapat bahwa 

pemimpin kolaboratif harus memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang melibatkan 

partisipasi dari semua pihak terkait, dan harus mencari kesamaan antara tujuan individu 

dan tujuan bersama. Follett menekankan pentingnya berbagi informasi antara berbagai 

pihak yang terlibat dalam kerja sama, karena informasi yang dipertukarkan dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan dan mencapai tujuan bersama. Sementara itu, 

Chrislip dan Larson (1994), penulis buku "Collaborative Leadership: How Citizens and 

Civic Leaders Can Make a Difference" menggambarkan kepemimpinan kolaboratif 

sebagai "proses interaktif yang melibatkan individu dan organisasi dalam pembuatan 

keputusan dan pelaksanaan tindakan bersama." Mereka berpendapat bahwa pemimpin 

kolaboratif harus dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan memastikan bahwa semua 

pihak terlibat memiliki akses ke informasi yang relevan dan diperlukan. Gopalakrishnan 

dan Bierly (1999) menyatakan pentingnya kepemimpinan kolaboratif dalam memfasilitasi 

pertukaran informasi antara pihak yang terlibat dalam kerja sama. Mereka menekankan 

bahwa pemimpin kolaboratif harus dapat membangun saluran komunikasi yang efektif dan 

memastikan bahwa informasi yang relevan dan diperlukan tersedia bagi semua pihak 

terkait. Maka pemimpin kolaboratif harus memfasilitasi pertukaran informasi dan 

memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki akses ke informasi yang relevan dan 

diperlukan. Hal ini penting dalam membantu mencapai tujuan bersama dan membangun 

kerja sama yang efektif antara berbagai pihak.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil pelitian dari Azis Bustari dkk (2012) yang 

menyatakan bahwa salah satu bentuk kolaborasi yaitu dilakukannya upaya  untuk 

menghubungkan berbagai organisasi / sektoral yang saling berbagi informasi, sumber daya, 

kegiatan-kegiatan, serta kemampuan lainnya untuk mencapai tujuan bersama dimana hasil 

yang diinginkan tidak dapat dicapai oleh masing-masing organisasi/sektoral tersebut secara 

terpisah. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa baik informan pemimpin, informan 

dari intansi lainnya yang sering terlibat dalam penanganan bencana, masyarakat yang 

penerima manfaat dan pegawai menilai bahwa pemimpin atau unsur Basarnas telah 

membagikan informasi secara transparan melalui media resmi kepada seluruh pihak, 
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namun tidak semua informasi dapat dibagikan begitu saja terutama informasi yang 

berkenaan denga privasi dan yang dapat membahayakan keselamatan bersama. Hal ini 

dapat mendeskripsikan bahwa hasil temuan penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat 

para ahli diatas, dan sejalan dengan hasil penelitian dari Yuni (2021) bahwa Kepemimpnan 

kolaboratif salahsatunya berfokus pada membangun kepercayaan dalam suatu organisasi.  

3. Demokratis 

Robert Tannenbaum dan Warren H. Schmidt (1990) menggambarkan berbagai gaya 

kepemimpinan yang berbeda, dari otoriter hingga demokratis. Dalam model ini, mereka 

menekankan pentingnya pemimpin dalam mempertimbangkan dan memahami kebutuhan, 

harapan, dan keinginan dari para anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan tugas. Pemimpin yang demokratis dianggap memiliki gaya kepemimpinan 

yang paling efektif dalam membangun kerjasama yang baik dan meningkatkan kinerja tim.  

Peter Senge (2002) menggambarkan kepemimpinan kolaboratif sebagai gaya 

kepemimpinan yang demokratis dan memfasilitasi partisipasi dari semua pihak terkait 

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Sementara itu, Chrislip dan 

Larson (1994) menekankan pentingnya pemimpin kolaboratif dalam menciptakan 

lingkungan yang demokratis di mana semua pihak terkait memiliki kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki pengaruh yang setara 

dalam pembuatan keputusan.  

Hasil penelitian ini informan pemimpin menilai diri nya sendiri telah bersikap demokratis, 

begitu juga dengan informan dari instansi lainnya yang sering terlibat dalam penanganan 

bencana, serta masyarakat yang penerima manfaat penanganan bencana menilai unsur 

Basarnas Merauke dalam hal ini pimpinan telah bersikap demokrasi dengan memberikan 

kesempatan dalam memberikan gagasan, berkordinasi dan bekerjasama dengan baik 

kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana atau musibah. Namun 

informan pegawai menegaskan bahwa walaupun pimpinan sudah bersikap demokratis 

tetapi dalam memberikan gagasan dan ide harus lebih diutamakan kepada Posko Lapangan 

yang di koordinir oleh Kepala Operasi karena lebih memahami kondisi dilapangan. Hasil 

ini menunjukkan kesesuainan dengan pendapat para ahli bahwa pemimpin kolaboratif 

harus memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis dan memfasilitasi partisipasi dari 

semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Hal ini 

penting dalam membantu membangun kerjasama yang baik dan meningkatkan kinerja tim. 

Hasil ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Azis Bustari dkk (2012) yang 

menyatakan bahwa dalam penanganan dampak bencana pada masyarakat salahsatunya 

menuntut adanya demokrasi. 

4. Memfasilitasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan 

David Chrislip dan Carl Larson (1992) dalam buku "Collaborative Leadership: How 

Citizens and Civic Leaders Can Make a Difference" menggambarkan pentingnya 

pemimpin kolaboratif dalam memfasilitasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan. Mereka berpendapat bahwa pemimpin kolaboratif harus mendorong dialog 

yang terbuka dan mendukung partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Sementara itu, Dr. 

Mary Uhl-Bien (2010), seorang profesor manajemen di Texas Christian University, 

mempublikasikan sebuah artikel dalam jurnal Academy of Management Perspectives. 

Dalam artikel tersebut, dia menggambarkan kepemimpinan kolaboratif sebagai suatu 

proses yang memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat dalam 
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pengambilan keputusan. Dia berpendapat bahwa pemimpin kolaboratif harus dapat 

memfasilitasi proses dialog dan diskusi yang terbuka, serta memastikan bahwa semua 

pihak terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan perspektif dan pandangan 

mereka. Goyal dan Jain  (2018) dalam jurnal International Journal of Innovative 

Knowledge Concepts menggambarkan kepemimpinan kolaboratif sebagai gaya 

kepemimpinan yang berfokus pada memfasilitasi seluruh pihak yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa semua pihak 

terlibat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

dan memastikan bahwa suara dan perspektif mereka didengar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informan pemimpin menilai diri nya sendiri telah 

memfasilitasi hal tersebut dengan briefing, debriefing, rapat, kordinasi dan diskusi dengan 

semua unsur yang terkait, informan dari intansi lainnya yang sering terlibat dalam 

penanganan bencana, serta masyarakat yang penerima manfaat penanganan bencana 

menilai unsur Basarnas Merauke dalam hal ini pimpinan telah memfasilitasi seluruh pihak 

dalam pengambilan keputusannya. Sedangkan informan pegawai yang menilai 

pemimpinnya memang telah memfasilitasi hal tersebut namun ada penekanan bahwa 

anggota hanya dapat memberikan masukan dan gagasan sedangkan untuk keputusan adalah 

hak para pimpinan. Hasil ini sesuai dengan pendapat para ahli diatas dimana pemimpin 

kolaboratif harus memfasilitasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. 

Hal ini penting dalam membantu membangun kerjasama yang baik, meningkatkan 

keterlibatan dan partisipasi dari semua pihak terkait, serta mencapai hasil yang lebih efektif 

dan berkelanjutan. Hasil ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Azis Bustari dkk 

(2012) yang menyatakan bahwa dalam penanganan dampak bencana pada masyarakat 

salahsatunya menuntut adanya partisipasi seluruh unsur untuk mengambilan keputusan. 

5. Memberikan waktu dan sumberdaya untuk kepentingan semua pihak yang terlibat 

Dvir (2002) menggambarkan kepemimpinan kolaboratif sebagai suatu proses di mana 

pemimpin harus memberikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk kepentingan 

semua pihak yang terlibat. Menurutnya, pemimpin kolaboratif harus memastikan bahwa 

semua pihak terlibat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan bahwa 

kepentingan mereka diperhatikan secara serius. Shapiro (2016) menggambarkan 

pentingnya bagi pemimpin kolaboratif untuk memberikan waktu dan sumber daya yang 

cukup untuk kepentingan semua pihak terlibat dalam sebuah proyek kolaboratif. 

Menurutnya, pemimpin kolaboratif harus memastikan bahwa sumber daya yang tersedia 

digunakan secara efektif dan efisien, serta bahwa semua pihak terlibat memiliki akses yang 

sama terhadap sumber daya tersebut. Kudzai Mutongi dan Jean-Francois Coetzee (2019) 

menekankan pentingnya bagi pemimpin kolaboratif untuk memberikan waktu dan sumber 

daya yang cukup untuk kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sebuah inisiatif 

kolaboratif. Menurut mereka, pemimpin kolaboratif harus memastikan bahwa kepentingan 

semua pihak terlibat diakomodasi dan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara 

adil.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa informan pemimpin menilai diri nya sendiri telah 

memberikan waktu target pelaksanaan penanganan bencana atau musibah sesuai 

perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi penambahan waktu berarti karena kondisi 

dilapangan dan ada informasi terbaru serta ada permintaan dari keluarga korban, dukungan 

sumberdaya juga diberikan sesuai dengan kebutuhan dilapangan, begitu juga dengan 

informan dari intansi lainnya yang sering terlibat dalam penanganan bencana, serta 
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masyarakat yang penerima manfaat penanganan bencana menilai yang sama untuk unsur 

Basarnas Merauke. Sedikit berbeda dengan informan pegawai menekankan pada penilaian 

pemimpinnya itu dapat dan tidak memberikan waktu dan sumberdaya karena tergantung 

dari skala bencana atau musibah yang terjadi serta disesuaikan dengan keterbatasan 

sumberdaya dan pendanaan yang dimiliki, namun tetap mengikut perundang-undangan 

yang berlaku. Kondisi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi kesesuain denga 

pendapat para ahli diatas dimana pemimpin kolaboratif harus memberikan waktu dan 

sumber daya yang cukup untuk kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sebuah 

inisiatif kolaboratif. Hal ini penting dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat 

memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan bahwa kepentingan mereka 

diperhatikan secara serius, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan 

berkelanjutan. hasil penelitian ini juga sejalan dengan penyataan dari Aziz Masyhuri dkk 

(2022) yang menyatakan bahwa kolaborasi bermanfaat dalam penanganan bencana guna 

menyeimbangkan sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat terpenuhi dalam penanganan 

bencana.    

6. Memberi kesempatan untuk mengembangkan peran dan tanggungjawab semua 

pihak yang terlibat 

Dvir (2002) menyatakan bahwa pemimpin kolaboratif harus memberikan kesempatan 

kepada semua pihak yang terlibat untuk mengembangkan peran dan tanggung jawab 

mereka, sehingga mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan. Hal ini juga dapat 

meningkatkan kepercayaan, saling pengertian, dan komitmen dalam sebuah inisiatif 

kolaboratif. Pemimpin kolaboratif harus memastikan bahwa semua pihak terlibat merasa 

dihargai dan memiliki peran yang signifikan dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini juga 

dapat meningkatkan partisipasi, keterlibatan, dan kepercayaan antara semua pihak yang 

terlibat. Pemimpin kolaboratif harus memastikan bahwa semua pihak terlibat merasa 

memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi hasil yang diinginkan dan bahwa 

mereka terlibat dalam pengambilan keputusan. Dari pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pemimpin kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada semua 

pihak yang terlibat untuk mengembangkan peran dan tanggung jawab mereka dalam 

sebuah inisiatif kolaboratif. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi aktif, keterlibatan, 

kepercayaan, dan komitmen antara semua pihak yang terlibat, serta dapat membantu 

mencapai tujuan bersama yang lebih efektif dan berkelanjutan.  

Hasil penelitian ini sepemahaman dengan penelitian sebelumnya yang dihasilkan oleh 

Yuni Kasmawati (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kolaboratif salahsatu 

fokusnya adalah mengembangkan orang dalam suatu organisasi. Selain itu penelitian ini 

sesuai dengan pendapat para ahli diatas dimana informan pemimpin menilai diri nya sendiri 

telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan peran dan tanggungjawab semua 

pihak yang terlibat, begitu juga dengan informan dari intansi lainnya yang sering terlibat 

dalam penanganan bencana menilai pimpinan Basarnas yang sama. Penilaian dari pegawai 

dan masyarakat walaupun pemimpin telah memberikan ruang kesempatan untuk  

mengembangkan peran dan tanggungjawab para pihak yang terlibat, namun dalam 

pelaksanaan penanganan bencana atau musibah harus dipimpin atau dikoordinir oleh 

pemimpin Basarnas.  

7. Berusaha mencari solusi untuk mengatasi akar masalah 
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Pemimpin kolaboratif harus berusaha mencari solusi yang mampu mengatasi akar masalah 

dalam sebuah inisiatif kolaboratif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kerja sama 

kolaboratif tidak hanya menghasilkan solusi jangka pendek, tetapi juga dapat membawa 

perubahan positif jangka panjang dalam konteks yang lebih luas. Qi Wang dan Dr. Ian C. 

Watson (2016) menekankan pentingnya bagi pemimpin kolaboratif untuk berusaha 

mencari solusi yang mampu mengatasi akar masalah dalam sebuah inisiatif kolaboratif. 

Menurut mereka, pemimpin kolaboratif harus mendorong partisipasi aktif dari semua pihak 

terlibat untuk memahami secara menyeluruh tentang masalah yang dihadapi dan mencari 

solusi yang mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang berkelanjutan. 

Martin van der Velde dan Rob Hoppe (2017) menekankan pentingnya bagi pemimpin 

kolaboratif untuk berusaha mencari solusi yang mampu mengatasi akar masalah dalam 

sebuah inisiatif kolaboratif. Menurut mereka, pemimpin kolaboratif harus memastikan 

bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang 

dihadapi dan mencari solusi yang dapat memperbaiki situasi secara keseluruhan. Maka 

pemimpin kolaboratif harus berusaha mencari solusi yang mampu mengatasi akar masalah 

dalam sebuah inisiatif kolaboratif. Hal ini dapat memastikan bahwa kerja sama kolaboratif 

tidak hanya menghasilkan solusi jangka pendek, tetapi juga dapat membawa perubahan 

positif jangka panjang dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, pemimpin 

kolaboratif harus mendorong partisipasi aktif dari semua pihak terlibat untuk memahami 

secara menyeluruh tentang masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang dapat 

menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang berkelanjutan.  

Hasil penelitian menemukan adanya kesesuaian dengan pendapat para ahli dimana 

diketahui informan pemimpin menilai diri nya sendiri telah berusaha maksimal mencari 

solusi permasalahan yang ada, begitu juga dengan informan dari intansi lainnya yang sering 

terlibat dalam penanganan bencana, serta masyarakat yang penerima manfaat penanganan 

bencana menilai unsur Basarnas Merauke dalam hal ini unsur Basarnas telah menggunakan 

sumberdaya yag tersedia, berkordinasi dan melibatkan unsur-unsur terkait guna 

menemukan solusi yang tepat.  Namun informan pegawai yang menilai pemimpinnya 

belum maksimal dalam memberikan solusi akar permasalahan yaitu terlambatnya keluarga 

korban melapor, dan pegawai menilai bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban pimpinan 

untuk menemukan masalah dan memutuskan solusi yang tepat. Pendapat informan 

pegawai ini sejalan dengan hasil temuan penelitian dari Aziz Masyhuri dkk (2021) yaitu 

proses kolaborasi yang selama ini berjalan cenderung didominasi oleh peran dari 

pemerintah.  

8. Menawarkan umpan balik sesegera mungkin secara personal 

Qi Wang dan Ian C. Watson (2016) menekankan bahwa pemimpin kolaboratif harus 

mampu memberikan umpan balik secara personal kepada semua pihak yang terlibat dalam 

inisiatif kolaboratif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami 

peran mereka dalam inisiatif tersebut dan dapat memperbaiki kinerja mereka secara terus-

menerus. Begitu juga dengan Amy L. Kenworthy dan Peter F. Korsching (2018) 

menekankan pentingnya bagi pemimpin kolaboratif untuk menawarkan umpan balik secara 

personal kepada semua pihak yang terlibat dalam inisiatif kolaboratif. Menurut mereka, 

pemimpin kolaboratif harus dapat memberikan umpan balik secara langsung dan jujur 

dalam menghadapi masalah dan memperbaiki kinerja kolaboratif. Dari pendapat para ahli 

di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin kolaboratif harus mampu menawarkan umpan 

balik secara personal kepada semua pihak yang terlibat dalam inisiatif kolaboratif. Hal ini 
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penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran mereka dalam inisiatif 

tersebut dan dapat memperbaiki kinerja mereka secara terus-menerus. Oleh karena itu, 

pemimpin kolaboratif harus dapat memberikan umpan balik secara langsung dan jujur, 

serta dapat mengatasi masalah dan memperbaiki kinerja kolaboratif.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat para ahli diatas dimana di ketahui bahwa 

informan pemimpin menilai diri nya sendiri telah menawarkan dengan baik melalui 

briefing, debriefing dan survey kepuasan masyarakat secara personal, begitu juga dengan 

informan pegawai, dan informan dari intansi lainnya yang sering terlibat dalam 

penanganan bencana, serta masyarakat yang penerima manfaat penanganan bencana 

menilai unsur Basarnas Merauke telah menyikapi permasalahan (umpan balik) dilapangan 

saat operasi secara cepat dan tanggap. Selain itu penelitian ini sejalan dengan pernyataan 

hasil penelitian dari Kurnia Rheza (2022) yang menyatakan bahwa seorang pemimpin 

dituntut untuk dapat berfikir cepat dalam mengatasi sebuah krisis ini. Membutuhkan 

kepemimpinan yang mampu secara cepat mengantisipasi perubahan lingkungan, 

memprediksi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan, menganalisis berbagai 

faktor yang berinteraksi mempengaruhi organisasi dan menginterpretasikan kondisi dan 

realitas yang terjadi saat ini secara tepat. 

 

Hasil penelitian ini memberikan deskripsi bahwa gaya kepemimpinan kolaboratif yang di 

jalankan oleh pemimpin di Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke terkonfirmasi dari 8 

indikator yang digunakan, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya ini terlihat ada beberapa 

penekanan-penekanan yang diberikan oleh pegawai dan masyarakat, sehingga harus menjadi 

perhatian bagi pemimpin di Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke untuk kedepan diperbaiki.  

Peneliti juga melakukan wawancara tambahan untuk menggali faktor penyebab belum 

maksimalnya gaya kepemimpinan kolaboratif yang dilakukan oleh para pemimpin di Kantor 

Pencarian dan Pertolongan Merauke, Pertama yaitu faktor ekternal pergantian pucuk pimpinan 

yang sering terjadi (paling cepat 1 tahun dan paling lama 3 tahun) sehingga kepala kantor yang 

bukan berasal dari Merauke membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pegawai dan 

lingkungan daerah setempat, serta permasalahan yang sering terjadi. Kedua adalah faktor internal 

pemimpin yang membuat kadang kurang percaya diri (self confident) dalam melakukan kordinasi 

dengan instansi-instasi terkait dalam suatu operasi SAR. 

PENUTUP 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Memahami kekuasaan dimiliki oleh semua pihak yang terlibat  

para pemimpin sendiri, masyarakat dan instansi lain yang terkait sudah sesuai dengan 

pendapat para ahli diatas namun dalam pelaksanaannya dinilai pegawai Kantor Pencarian dan 

Pertolongan Merauke masih belum maksimal dimana masing sering terjadi kebuntuan 

koordinasi saat penanganan bencana atau musibah.  

2. Shared Information 

informan pemimpin, informan dari intansi lainnya yang sering terlibat dalam penanganan 

bencana, masyarakat yang penerima manfaat dan pegawai menilai bahwa pemimpin atau 

unsur Basarnas telah membagikan informasi secara transparan melalui media resmi kepada 

seluruh pihak, namun tidak semua informasi dapat dibagikan begitu saja terutama informasi 

yang berkenaan dengan privasi dan yang dapat membahayakan keselamatan bersama. Hal ini 
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dapat mendeskripsikan bahwa hasil temuan penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat para 

ahli.  

3. Demokratis 

informan pemimpin menilai diri nya sendiri telah bersikap demokratis, begitu juga dengan 

informan dari instansi lainnya yang sering terlibat dalam penanganan bencana, serta 

masyarakat yang penerima manfaat penanganan bencana menilai unsur Basarnas Merauke 

dalam hal ini pimpinan telah bersikap demokrasi dengan memberikan kesempatan dalam 

memberikan gagasan, berkordinasi dan bekerjasama dengan baik kepada seluruh unsur yang 

terlibat dalam penanganan bencana atau musibah. Namun informan pegawai menegaskan 

bahwa walaupun pimpinan sudah bersikap demokratis tetapi dalam memberikan gagasan dan 

ide harus lebih diutamakan kepada Posko Lapangan yang di koordinir oleh Kepala Operasi 

karena lebih memahami kondisi dilapangan. Hasil ini menunjukkan kesesuainan dengan 

pendapat para ahli bahwa pemimpin kolaboratif harus memiliki gaya kepemimpinan yang 

demokratis dan memfasilitasi partisipasi dari semua pihak terkait dalam proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan tugas. 

 

4. Memfasilitasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan 

informan pemimpin menilai diri nya sendiri telah memfasilitasi hal tersebut dengan briefing, 

debriefing, rapat, kordinasi dan diskusi dengan semua unsur yang terkait, informan dari intansi 

lainnya yang sering terlibat dalam penanganan bencana, serta masyarakat yang penerima 

manfaat penanganan bencana menilai unsur Basarnas Merauke dalam hal ini pimpinan telah 

memfasilitasi seluruh pihak dalam pengambilan keputusannya. Sedangkan informan pegawai 

yang menilai pemimpinnya memang telah memfasilitasi hal tersebut namun ada penekanan 

bahwa anggota hanya dapat memberikan masukan dan gagasan sedangkan untuk keputusan 

adalah hak para pimpinan. Hasil ini sesuai dengan pendapat para ahli diatas dimana pemimpin 

kolaboratif harus memfasilitasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.  

5. Memberikan waktu dan sumberdaya untuk kepentingan semua pihak yang terlibat 

informan pemimpin menilai diri nya sendiri telah memberikan waktu target pelaksanaan 

penanganan bencana atau musibah sesuai perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi 

penambahan waktu berarti karena kondisi dilapangan dan ada informasi terbaru serta ada 

permintaan dari keluarga korban, dukungan sumberdaya juga diberikan sesuai dengan 

kebutuhan dilapangan, begitu juga dengan informan dari intansi lainnya yang sering terlibat 

dalam penanganan bencana, serta masyarakat yang penerima manfaat penanganan bencana 

menilai yang sama untuk unsur Basarnas Merauke. Sedikit berbeda dengan informan pegawai 

menekankan pada penilaian pemimpinnya itu dapat dan tidak memberikan waktu dan 

sumberdaya karena tergantung dari skala bencana atau musibah yang terjadi serta disesuaikan 

dengan keterbatasan sumberdaya dan pendanaan yang dimiliki, namun tetap mengikut 

perundang-undangan yang berlaku. Kondisi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi 

kesesuain dengan pendapat para ahli diatas dimana pemimpin kolaboratif. 

6. Memberi kesempatan untuk mengembangkan peran dan tanggungjawab semua pihak yang 

terlibat 

informan pemimpin menilai diri nya sendiri telah memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan peran dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat, begitu juga dengan 

informan dari intansi lainnya yang sering terlibat dalam penanganan bencana menilai 

pimpinan Basarnas yang sama. Namun penilaian dari pegawai dan masyarakat walaupun 

pemimpin telah memberikan ruang kesempatan untuk  mengembangkan peran dan 
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tanggungjawab para pihak yang terlibat, namun dalam pelaksanaan penanganan bencana atau 

musibah harus dipimpin atau dikoordinir oleh pemimpin Basarnas.  

7. Berusaha mencari solusi untuk mengatasi akar masalah 

Hasil penelitian menemukan adanya kesesuaian dengan pendapat para ahli dimana diketahui 

informan pemimpin menilai diri nya sendiri telah berusaha maksimal mencari solusi 

permasalahan yang ada, begitu juga dengan informan dari intansi lainnya yang sering terlibat 

dalam penanganan bencana, serta masyarakat yang penerima manfaat penanganan bencana 

menilai unsur Basarnas Merauke dalam hal ini unsur Basarnas telah menggunakan 

sumberdaya yag tersedia, berkordinasi dan melibatkan unsur-unsur terkait guna menemukan 

solusi yang tepat.  Namun informan pegawai yang menilai pemimpinnya belum maksimal 

dalam memberikan solusi akar permasalahan yaitu terlambatnya keluarga korban melapor, 

dan pegawai menilai bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban pimpinan untuk menemukan 

masalah dan memutuskan solusi yang tepat. 

8. Menawarkan umpan balik sesegera mungkin secara personal 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat para ahli diatas dimana di ketahui bahwa informan 

pemimpin menilai diri nya sendiri telah menawarkan dengan baik melalui briefing, debriefing 

dan survey kepuasan masyarakat secara personal, begitu juga dengan informan pegawai, dan 

informan dari intansi lainnya yang sering terlibat dalam penanganan bencana, serta 

masyarakat yang penerima manfaat penanganan bencana menilai unsur Basarnas Merauke 

telah menyikapi permasalahan (umpan balik) dilapangan saat operasi secara cepat dan 

tanggap.  
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